
BUPATI R O T E NDAO 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO 

NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

KAB JPATEN R O T E NDAO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

Bl PATI ROTE NDAO, 

Menimbang a bahwa 

daerah 

dalam rangka meningkatkan perekonomian 

untuk sebesar-besamya kemakmuran 

masyaiakat maka perlu d i lakukan penyertaan 

modal 3ada Badan Usaha Milik Daerah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan 

PDAM Kabupaten Rote Ndao guna mewujudkan 

pelayai lan air bersih bagi masyarakat maka 

diperlukan penyertaan modal; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) 

Undan ;-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perben laharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemer i i tahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberaoa kal i terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas IlJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentan]5 Pemerintahan Daerah, penyertaan modal 

ditetap <:an dengan Peraturan Daerah; 

/ 

d. bahwa ... 



Men gin gat 

d. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huru f a , huru f b dan hu ru f c, perlu 

menetap can Peraturan Daerah tentang Penyertaan 

Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupat ;n Rote Ndao; 

1. Pasal n 

Republil^ 

2 Undang-

ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia Tahun 1945; 

Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi 

Nusa Teiggara T imur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan 

Lembara n Negara Rebublik Indonesia Nomor 

4184); 

Undang-

dengan 

tentang 

Nomor 

Daerah 

Tahun 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbend; iharaan Negara (Lembaran Negara 

Republi l ; Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambah in Lembaran Negara Rebublik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerin :ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indones a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembar£ j i Negara Rebublik Indonesia Nomor 5587) 

sebagai i iana telah diubah beberapa kal i terakhir 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Perubahan Kedua atas Undang- Undang 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Rebublik Indonesia Nomor 5679); 

Dengaji Persetujuan Bersama 

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO 

dan 

BtJPATI R O T E NDAO 

MEMUTUSKAN 



I 

^EMUTUSKAN: 

Menetapkan : P E R A T J J R A N DAERAH TENTANG PENYERTAAN 

M O D A L DAERAH P A D A PERUSAHAAN DAERAH 

AIR MINUM KABUPATEN ROTE NDAO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Daerah i l i yang d imaksud dengan: 

1. Penyertaan Modal Daera i adalah pengalihan kepemilikan kekayaan 

daerah yang semula meruf akan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 

kekayaan yang d ip i sahka i untuk diperhitungkan sebagai modal atau 

saham daerah pada badari usaha milik daerah. 

2. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya 

disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh 

modalnya mil ik Pemerinta i Daerah Kabupaten Rote Ndao yang bergerak 

di bidang pelayanan air mi num. 

3. Anggaran Pendapatan d a i Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana k e u ^ g a n tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

4. Kepala Daerah Yang Mevaki l i Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan 

Kekayaan Daerah Yang b ip isahkan Pada Perusahaan Umum Daerah 

yang selanjutnya disingka: KPM adalah organ perusahaan umum Daerah 

yang memegang kekuasajin tertinggi dalam perusahaan umum Daerah 

dan memegang segala kew enangan yang tidak diserahkan kepada direksi 

atau dewan pengawas. 

5. Daerah adalah Kabupater Rote Ndao. 

6. Pemerintah Daerah adala i Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. 

7. Bupat i adalah Bupat i Rot^ Ndao. 

Pasal 2 

Penyertaan Modal Daerah diL iksanakan berdasarkan asas: 

a. kepastian hukum; 

b. akuntabil i tas; 

c. kepastian ... 



c. kepastian ni lai ; 

d. fungsional; dan 

e. efisiensi. 

Pasal 3 

1) Maksud Penyertaan Modal 

permodalan PDAM serta 

Daerah adalah untuk memperkuat s t ruktur 

sebagai investasi jangka panjang yang 

berorientasi pada peningkajtan pendapatan Daerah. 

(2) Tu juan Penyertaan Moc a l Daerah adalah untuk meningkatkan 

pendapatan asl i Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta 

jelayanan yang d i lakukan oleh PDAM. meningkatkan kinerja dan 

BAB II 

P E ^ E R T A A N MODAL 

Daen h 

(1) Penyertaan Modal Daerah 

(2) Penyertaan Modal 

pengelolaannya 

perundang-undangan. 

Pasal 4 

)ada PDAM berbentuk uang dan/atau barang. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

d i l aksan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

Pasal 5 

Penyertaan Modal sebagaimena dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) meliputi: 

a. Penyertaan Modal Daerah 5 ang telah disetor; dan 

b. Rencana Penambahan Mod i l . 

Pasal 6 

(1) Penyertaan Modal Daera 1 yang telah disetor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huru f 

Rp2.500.000.000,00 (dua 

(2) Rincian Penyertaan Moda 

terdiri dari : 

a, sampai dengan tahun 2019 sebesar 

miliar l ima r a t u s j u t a rupiah). 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

a. Penyertaan 



a. Penyertaan Modal Daeifah yang disetor pada tahun 2015 sebesar 

Rp500.000.000,00 (lima r a t u s j u t a rupiah); 

b. Penyertaan Modal Daeiah yang disetor pada tahun 2016 sebesar 

RpSOO.OOO.000,00 (l ima r a t u s j u t a rupiah); 

c. Penyertaan Modal Dae: ah yang disetor pada tahun 2017 sebesar 

Rp500.000.000,00 (lima r a t u s j u t a rupiah); 

d. Penyertaan Modal Dae: ah yang disetor pada tahun 2018 sebesar 

Rp500.000.000,00 (lima r a t u s j u t a rupiah); dan 

e. Penyertaan Modal Dae-ah yang disetor pada tahun 2019 sebesar 

Rp500.000.000,00 (lima r a t u s j u t a rupiah). 

Pasal 7 

(1) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huru f 

b sebesar Rp2.500.000.00C',00 (dua miliar l ima r a t u s j u t a rupiah); 

(2) Penyertaan Modal Daerfh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dianggarkan dalam APBD i ang alokasi penyediaan dananya dibagi atas; 

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus j u t a a. Tahun Anggaran 2020 

rupiah); 

b. Tahun Anggaran 2021 

rupiah); 

c. Tahun Anggaran 2022 

rupiah); 

d. Tahun Anggaran 2023 

rupiah); dan 

e. Tahun Anggaran 2024 

rupiah). 

(1) Pemerintah Daerah dapat 

sebesar RpSOO.OOO.000,00 (lima ratus j u t a 

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus j u t a 

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus j u t a 

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus j u t a 

P a s a l 8 

menambah atau mengurangi ni la i Penyertaan 

Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan 

kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PDAM setelah ^ 

mendapat persetujuan DP?D. 

(2) Dalam hal penambahan atau pengurangan ni lai Penyertaan Modal Daerah I 

mempengaruhi besaran ni gii penyertaan modal daerah sebagaimana ' 

d imaksud 



dimaksud dalam Pasal 7 gjyat (1), maka d i lakukan perubahan Peraturan 

Daerah. 

(3) Dalam hal Penambahan axAu pengurangan ni lai penyertaan modal daerah 

di lakukan terhadap alok isi penyertaan modal daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tanpa mempengaruhi besaran ni lai 

penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), 

maka di lakukan tanpa perubahan Peraturan Daerah, melainkan 

langsung dianggarkan da l j jn Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau 

Perubahan APBD tahun arggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD. 

Penganggaran Penyertaan 

pengeluaran pembiayaan 

B A B I I I 

PENGANGGARAN 

Pasal 9 

Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

Penyertaan Modal Daerah 

berkenaan. 

daer ah jen is 

B A B IV 

REAL ISAS l 

Pasal 10 

pada PDAM direal isasikan pada APBD Tahun 

Penatausahaan pengelolaan 

Standar Akuntansi Pemerintdh 

BAB V 

PENATAUISAHAAN DAN PELAPORAN 

Pasal 11 

enyertaan Modal Daerah di laksanakan sesuai 

Pasal 12 



Pasal 12 

(1) PDAM wajib menyampaika n laporan pertanggungjawaban kepada Bupat i 

selaku KPM. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. laporan realisasi kinerj i ; dan 

b. laporan keuangan perusahaam. 

B A B VI 

HASIL USAHA 

Pasal 13 

(1) Hasil usaha Penyertaan Mc dal Daerah pada PDAM merupakan persentase 

laba usaha dalam bentuk uang. 

(2) Bagian hasi l usaha Penye t a a n Modal Daerah pada PDAM menjadi hak 

Pemerintah Daerah dan d isetor ke Kas Umum Daerah dan d imasukan 

dalam APBD tahun beriku n y a berdasarkan persentase sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undi ngan. 

B A B VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Daerah 

Pasal 5 ayat (1) huru f b, 5 

sepanjang pengaturan norma 

ayat 

e i Peraturan Daerah Kabupat 

Penyertaan Modal Daerah Palda 

Terbatas Bank Nusa Tenggara 

Ndao Tahun 2015 Nomor 050 

Ndao Nomor 133) dicabut dar 

in i mulai berlaku ketentuan Pasal 1 angka 8, 

(2) huru f b, 5 ayat (3) angka 2 dan Pasal 6 

mengenai penyertaan modal pada PDAM, dari 

Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan 

T imur (Lembaran Daerah Kabupaten Rote 

, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 15 

Peraturan Daerah in i mulai b^rlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar 



Ndao. 

Agar setiap orang mengetahuin^fa, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Qaerah ini dengan penempatanpya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote 

Ditetapkan di Ba 'a 

Jangga l , 23 Desember 2020 

:OTE NDAO, 

HANING-BULLU 

Diundangkan di Ba 'a 

oada Tanggal,f23 Desember 2C|20 

, • , .>ST:KR^tARIS/DAERAri KABU I ATEN ROTE N D A O , ^ 

SE ' 

MATHEOS S E L L Y 

LEMBARAN DAERAH KABUI>ATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 NOMOR 010 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA 

TIMUR KABUPATEN ROTE tjIDAO: 10/2020 

PENJELASAN 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO 

NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

KABUPATEN ROTE NDAO 

L UMUM 

Upaya pendirian BUMD bukan hanya untuk meningkatkan 

pendapatan asl i daerah nami n juga dalam rangka pemenuhan barang dan 

j a s a bagi kepentingan masya^akat umum. Untuk meningkatkan pelayanan 

umum khususnya bagi PDA i4 di Kabupaten Rote Ndao maka diperlukan 

anggaran yang mencukupi b igi pembiayaan operasional dan mewujudkan 

rencana bisnis PDAM mel alui penambahan modal dalam kerangka 

penyertaan modal. 

Ketentuan Undang-Unc ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 di dalam Pasal 33 menunjukkan bahwa peningkatan perekonomian 

pada dasamya adalah untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena i tu di dalam 

peraturan daerah ini mengjmbil ni lai-ni lai Pancasi la serta berdasarkan 

amanat konstitusi merumuskan dasar fllosofis rancangan peraturan daerah 

kabupaten Rote Ndao ys i tu bahwa dalam rangka meningkatkan 

perekonomian daerah un tu l sebesar-besamya kemakmuran masyarakat 

maka perlu d i lakukan penyer :aan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. 

Guna menghindari ker igian yang lebih maupun kendala operasional 

oleh karena kebutuhan an^garan maka direksi PDAM telah menyusun 

rencana bisnis sebagai acuan 5 (lima) tahun dalam melaksanakan 

manajemen perusaJiaan agai meningkatkan kesehatan PDAM. Pengaturan 

mengenai penyertaan mods 1 pada PDAM pada dasamya berdasarkan 

kebutuhan dalam rangka pieningkatkan pelayanan serta mewujudkan 

rencana bisnis tersebut. 

Pemerintah Daerah I^abupaten Rote Ndao dalam melaksanakan 

terhadap ketentuan penyertaan modal yakn i 

Pasal 41 Undang-Undang Noinor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebafaimana telah dibuah beberapa kal i terakhir 

dengan Undang-Undang Non or 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas 



I 

23 atas Undang-Undang Nomor 

Pasal 21 Peraturan Pemerinta 

Tentang Badan Usaha Milik 

Pemerintah Republik Indonesia 

Keuangan Daerah. 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

1 Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 

Daerah; dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan 

Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan 

n. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum",yai tu 

penyertaan nodal Pemerintah Daerah harus d i laksanakan 

berdasarkar hukum dan sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "asas akuntabi l i tas", yai tu setiap 

kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus 

dapat dipe *tan^ungjawabkan kepada rakyat dengan 

memperhat] kan rasa keadilan dan kepatutan. 

Huruf c 

Yang dima csud dengan "asas kepastian ni la i" , yai tu 

penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung 

oleh adanyj ketepatan jum lah dan ni la i p>enyertaan modal 

dalam ran gka optimalisasi pemanfaatan dana dan 

penyusunan laporan keuangan daerah. 

Huruf d 

Yang dim i ksud dengan "asas fungsional", yai tu 

I>engambila i keputusan dan pemecahan masalah di 

bidang j enyertaan modal Pemerintah Daerah 

d i l aksanak in oleh Bupat i , badan usaha dan Perangkat 

Daerah t ̂ knis sesuai fungsi, wewenang, dan 

tanggungja vab masing-masing. 

Huruf e 

Yang diniaksud dengan "asas efisiensi", yai tu ^ 

penyertaan nodal Pemerintah Daerah diarahkan agar 

dana penye rtaan modal digunakan sesuai batasan standar 

kebutuhan ... 



kebutuhan ^ang diperlukan dalam rangka menunjang 

penyelengga aan tugas pokok dan fungsi pemerintahan 

secara optinjal. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 010 


